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ABSTRAK

CATATAN :

: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 dan untuk
menyederhanakan dan menyempurnakan ketentuan mengenai pemberian dan pelaksanaan
jaminan Pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol di Sumatera, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan
Pemerintah untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 19 Tahun 2003 (LN Tahun
2003 No. 70, TLN No. 4297); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423)
sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN No.
6267); Perpres Rl No. 100 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 224) sebagaimana telah diubah
dengan Perpres No. 117 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 244); Permenkeu RI No.
183/PMK.08/2018 (BN Tahun 2018 No. 1828);

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Jaminan Pemerintah yang merupakan sarana fiskal yang disediakan untuk
mendukung percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Sarana fiskal dimaksud terdiri atas
Jaminan Pinjaman dan Jaminan obligasi. Jaminan Pemerintah diberikan dengan
mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. kemampuan keuangan negara; b.
kesinambungan fiskal; dan c. pengelolaan risiko fiskal (APBN). Jaminan Pinjaman atas Kewajiban
Finansial PT Hutama Karya (Persero) diberikan secara penuh kepada Kreditur sesuai dengan
Perjanjian Pinjaman atau kepada Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah berdasarkan Perjanjian
Pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan
Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014
tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; dan/ a tau b. pembiayaan kembali
(refinancing) dalam rangka pembiayaan pembangunan jalan tol di Sumatera.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Untuk Percepatan Proyek
Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; dan b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Percepatan Sumatera, Jaminan
Obligasi Dalam Proyek Pembangunan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal
16 Oktober 2019.

- Lampiran halaman 24-42.



